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PUTUSAN 

Nomor    708/Pdt.G/2024/PA.Bjn 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan  Agama  Bojonegoro  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:    

Pemohon,  umur  71  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  ...,  pekerjaan  Petani, 

tempat kediaman di Provinsi Jawa Timur),    sebagai Pemohon; 

melawan 

Termohon,  umur  73  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  Petani, 

tempat  kediaman  di,  Kabupaten  Bojonegoro,  Provinsi  Jawa 

Timur, sebagai Termohon;     

Pengadilan Agama tersebut;   

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah  mendengar  keterangan  Pemohon  dan  Termohon  serta  para  saksi  di 

muka sidang;   

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Maret 2024 

telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 26 

Maret 2024    dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:   

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin 

tanggal  14  November  1983  Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  8  Safar 

1404 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas 

Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Nomor 

692/39/XI/1983, tanggal 14 November 1983;   

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus janda dan Termohon 

berstatus duda;   

3. Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  bertempat  tinggal  di 

rumah Termohon selama tahun bulan;   
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4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun 

dan  harmonis  dan  keduanya  telah  berhubungan  badan  sebagaimana 

layaknya suami istri;   

5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan 

Termohon belum dikaruniai keturunan;   

6. Bahwa sejak bulan September tahun 2022 rumah tangga Pemohon 

dengan  Termohon  mulai  goyah  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan 

pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi di mana 

Termohon  selalu  merasa  kurang  menerima  pemberian  nafkah  lahir  dari 

Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha 

maksimal bekerja banting tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon;   

7. Bahwa puncak  keretakan  hubungan  rumah  tangga  Pemohon  dengan 

Termohon  tersebut  terjadi  sekitar  bulan  September  tahun  2023  yang 

akibatnya  Pemohon  pergi  meninggalkan  tempat  kediaman  Termohon  ke 

rumah anak Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah 

berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 7 

bulan;   

8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah 

ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;   

9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih 

tetap  berusaha  untuk  memperbaiki  hubungan  antara  Pemohon  dengan 

Termohon, namun tidak berhasil;   

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan 

perkawinan  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah 

dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar 

masing-masing  pihak  tidak  melanggar  norma  hukum  dan  norma  agama 

maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk 

menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk 

rukun dalam rumah tangga;   
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Bahwa  Pemohon  bersedia  membayar  biaya  perkara  ini  sesuai  dengan 

ketentuan yang berlaku; 

Primair: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;   

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu 

raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama 

Bojonegoro;   

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;   

Subsidair: 

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, 

Termohon hadir dipersidangan, sedangkan Pemohon tidak datang menghadap 

di  persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai 

wakil/kuasanya  yang  sah,  mmeskipun  berdasarkan  surat  panggilan  (relaas) 

yang  dibacakan  di  persidangan,  Pemohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan 

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut tidak 

disebabkan oleh suatu alasan yang sah; 

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan ke dua yang telah ditentukan, 

Pemohon  maupun  Termohon  tidak  datang  menghadap  di  persidangan  dan 

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, 

mmeskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di 

persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak 

ternyata  bahwa  tidak  datangnya  tersebut  tidak  disebabkan  oleh  suatu  alasan 

yang sah;  

Bahwa  untuk  singkatnya  uraian  putusan  ini,  maka  semua  hal  yang 

termuat  dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan 

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

    Menimbang,  bahwa maksud  dan tujuan permohonan  Pemohon  adalah 

sebagaimana tersebut di atas;   

    Menimbang, bahwa menurut berita acara pemanggilan tanggal 27 Maret 

2024 dan tanggal 03 April 2024 Pemohon telah dipanggil menghadap 
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persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan ternyata 

ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah;  

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 HIR disebutkan Jika Pemohon 

tidak  datang  menghadap  di  pengadilan  pada  hari  yang  ditentukan  meski  ia 

dipanggil dengan patut atau tidak juga menyuruh orang lain mewakilinya, maka 

permohonannya dianggap gugur dan Pemohon dihukum membayar biaya 

perkara; 

Menimbang,  bahwa  selain  itu  berdasarkan  pendapat  Ulama  Fiqih  dalam 

kitab Ahkamul Qur'an juz 2 halaman 405, yang berbunyi : 

 

Artinya  :  "Barang  siapa  yang  telah  dipanggil  oleh  Pengadilan  Agama  dengan 

patut tidak menghadap, maka termasuk dholim dan gugur haknya untuk 

berperkara"; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  Pemohon  yang 

tidak hadir telah ternyata tidaklah bersungguh-sungguh dalam beperkara, 

sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan tersebut di atas, 

permohonan Pemohon dinyatakan gugur;   

 Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  tersebut  termasuk  dalam 

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  sebagaimana  telah  diubah  dengan 

Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; 

 Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku 

maupun ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI: 

1. Menyatakan permohonan Pemohon, Nomor: 708/Pdt.G/2024/PA.Bjn, 

gugur; 

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada 

hari  Selasa  tanggal  23  April  2024  Masehi,  bertepatan  dengan  tanggal  14 

Syawwal  1445  Hijriah,  oleh  kami  Drs.  Nurul  Anwar,  M.H.  sebagai  Ketua 
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Majelis,  Drs.  Abd.  Gani,  M.H.  dan  Drs.  H.  Mahzumi,  M.H.  masing-masing 

sebagai  Hakim  Anggota,  Putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang  terbuka 

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi 

Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Nafi', S.H., M.H.I. 

sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon; 

Ketua Majelis, 

ttd 

 

Drs. Nurul Anwar, M.H. 

Hakim Anggota 

ttd 

 

Drs. Abd. Gani, M.H. 

Hakim Anggota 

ttd 

 

Drs. H. Mahzumi, M.H. 

Panitera Pengganti, 

ttd 

 

Muhammad Nafi', S.H., M.H.I. 

Perincian biaya : 

Pendaftaran   Rp 30.000,00 Salinan sesuai dengan aslinya oleh 

Proses   Rp 100.000,00 Panitera 

Panggilan   Rp 475.000,00 Pengadilan Agama Bojonegoro 

PNBP Rp 20.000,00  

Redaksi   Rp 10.000,00  

Meterai   Rp 10.000,00  

Jumlah   Rp 645.000,00 Drs. H. Solikin, S.H., M.H. 
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